BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 10
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI
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DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,
bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang
baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di
Lingkungan  Pemerintah

Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Kabupaten @ Bone  Bolango,
dilarang menerima hadiah dan/atau suatu pemberian dari
siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau
pekerjaannya;

bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya
tindak pidana korupsi melalui gratifikasi, perlu dilakukan
penyesuaian susunan keanggotaan Unit Pengendalian
Gratifikasi (UPG), sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bupati Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman
Teknis Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Bone Bolango;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman
Teknis Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bone Bolango;
Nomor 28  Tahun 1999

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,

Undang-Undang tentang

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang






Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem






Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5153);

11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun
2012-2014;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bersih dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 10 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Pasal |
Ketentuan BAB IV Bagian Kesatu Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 12
(1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana
korupsi melalui gratifikasi dibentuk UPG.
(2) Susunan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Penasehat/Pembina :Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bone
Bolango
b. Penanggung Jawab :Sekretaris Daerah Kabupaten Bone
Bolango

c. Ketua : Inspektur Kabupaten Bone Bolango






d. Sekretaris : Inspektur Pembantu Wilayah I Kabupaten
. Bone Bolango
e. Anggota . Auditor dan Staf Pada Inspektorat
Kabupaten Bone Bolango
(3) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut

dengan Keputusan Bupati.

Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bone Bolango.
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Diundangkan di Suwawa bt
pada tanggal 11  Jenuari 2019
SEKRETARIS DAERAHK NE BOLANGO,

HAMIM POU

NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019 NOMOR ©
M






/ Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /1/2019 Suwawa, Januari 2018

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK

PENGELOLA
CATATAN
LAMPIRAN
UNTUK

- PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

: INSPEKTORAT
- TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
: 1 (Satu ) Berkas

- Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati

Bone Bolango

iLKEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JEN AWAL ABWULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031







PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

INSPEKTORAT

JI. Prof. Dr. Eng. BJ Habibie No. 2 Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango ® 8702093
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TELAAHAN STAF

Yth. Bupati Bone Bolango

Inspektur Kabupaten Bone Bolango

700/INSPEKT-BB/I/ 02 /2019

02 Januari 2019

Penting.

Perubahan Tentang Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi

1.

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150),
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-
2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona |
ntegritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bone Bolango, maka Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
dilarang menerima hadiah dan/atau suatu pemberian dari siapapun juga yang
berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

b. Bahwa setiap Pejabat/Pegawai dilarang menawarkan atau memberikan
Gratifikasi dalam bentuk apapun yang dikategorikan suap kepada Lembaga
Pemerintah, Perseorangan,atau Kelembagaan,Perusahaan Domestik atau Asing
untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan sebagaimana dilarang
oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b
perlu adanya Perubahan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Unit
Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Demikian Telaahan ini diajukan dan atas pertimbangan serta persetujuan bapak
diucapkan terima kasih.

INSPEKTU

FREDY ACHMAD, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
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